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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Belanja Modal secara parsial dan maupun simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015.Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015.Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi 34Kabupaten dan Kotaselama 3 periode dengan total 102 Kabupaten dan Kota
dengan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan Regresi Linier Berganda dengan software
SPSS for windows versi 23.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pajak Daerah secara parsial
berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015, sedangkan Retribusi Daerah, dan Belanja Modal
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015.

KATA KUNCI : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.

LATAR BELAKANG

Dengan luasnya kewenangan urusan
pemerintahan yang diberikan kepada
daerah dalam rangka otonomi daerah dan
desentralisasi, masalah keuangan
merupakan topik yang sering dibicarakan
pada setiap kegiatan pemerintah dalam
mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah.Faktor keuangan ini merupakan
faktor penting dalam mengukur kinerja
daerah  untuk

keuangan  pemerintah

melaksanakan kewenangan dan tanggung
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jawabnya. Kinerja keuangan pemerintah
yang dimaksud adalah sampai seberapa
jauh suatu daerah dapat melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab yang
diberikan

pemerintah daerah dalam melaksanakan

pemerintah  pusat kepada
pembangunan yang dalam hal ini sebagai
upaya untuk menggali dan mengelola
pendapatan.Hal ini didukung dengan

(2016)

Pengelolaan keuangan daerah yang baik

pernyataan ~ Amrozi bahwa

akan berpengaruh pada kemajuan suatu
simki.unpkediri.ac.id
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daerah, tidak hanya membutuhkan sumber
daya manusia yang handal tetapi juga
harus  didukung oleh  kemampuan
keuangan daerah yang memadai. Salah
satunya diukur dari besarnya penerimaan
daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terutama disumbangkan dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. PAD
menjadi tulang punggung yang digunakan
untuk membiayai Belanja Daerah, salah
satu adalah Belanja Modal.

Florida (2007) dalam Alfarisi H
(2015) menyebutkan kinerja keuangan
daerah merupakan kemampuan suatu
daerah untuk menggali dan mengelola
sumber-sumber keuangan asli daerah
dalam memenuhi kebutuhannya guna
mendukung berjalannya sistem
pemerintahan, pelayanan kepada
masyarakat dan pembangunan daerahnya

dengan tidak tergantung sepenuhnya

kepada pemerintah pusat dan
mempunyai keleluasaan dalam
menggunakan dana-dana untuk

kepentingan masyarakat daerah dalam
batas-batas yang ditentukan peraturan
perundang-undangan. Kinerja keuangan
pemerintah daerah yang dapat diukur
melalui Derajat Desentralisasi Fiskal
ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya
pendapatan asli  daerahdibandingkan
dengan pendapatan daerah.

Adanya otonomi daerah dan isu-

isu yang terjadi di masing-masing daerah
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pasti memiliki potensi sumber daya yang
berbeda, baik itu sumber daya manusia
atau kekayaan alam yang dimiliki
sehingga hasil atau pendapatan yang
diterima tiap daerah pun
berbeda.Akibatnya kinerja keuangan
antara daerah yang satu dengan yang
lainnya pun berbeda. Daerah yang
memiliki derajat desentralisasi fiskal
tinggi, diharapkan akan menjadi daerah
yang maju dan semakin berkembang.
Sebaliknya, daerah yang memiliki
derajat desentralisasi fiskal rendah akan
tertinggal dalam pembangunan
daerahnya dan perlu adanya upaya dalam
peningkatan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.

Hal serupa terjadi dengan
Provinsi Jawa Timur yang terbagi atas 9
Kota dan 29 Kabupaten.Kabupaten dan
Kota di Provinsi Jawa Timur pasti
memiliki kinerja keuangan pemerintah
daerah yang berbeda di setiap
daerahnya.Berdasarkan pemikiran dan
latar belakang masalah yang telah
diuraian di atas, peneliti merasa tertarik
untuk melakukan penelitian karena
fenomena yang terjadi menunjukkan
adanya perbedaan antara teori dan
fakta.Maka penulis mengambil judul
“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, dan Belanja Modal terhadap
Pemerintah

Kinerja Keuangan

DaerahKabupaten dan Kota di

simki.unpkediri.ac.id
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Timur Tahun

Anggaran 2013-2015”.

Provinsi Jawa

METODE
Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian
ini adalah seluruh pemerintah daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Timur, yang berjumlah 29 Kabupaten
dan 9 Kota dalam rentang waktu 3 tahun
mulai dari tahun 2013-2015, kemudian
peneliti  mengambil sampel dengan
Penentuan sampel ditetapkan dengan
teknik purposive sampling, yakni teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Penelitian ini  menggunakan

teknik  purposive sampling karena
menggunakan dilakukan dengan
mengambil  sampel dari  populasi

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Timur yang telah
mempublikasikan Laporan Realisasi
APBD tahun anggaran 2013-2015.

b. Kabupaten dan Kota yang
menyediakan data yang dibutuhkan
dari variabel penelitian yaitu Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Belanja
Modal dan

Pemerintah Daerah.

Kinerja Keuangan

c. Data kabupaten dan kota yang tidak
bersifat outlier.
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Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan  dalam

penelitian ini adalah berupa data
sekunder, yaitu data yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan
Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun
2013-2015 yang dipublikasikandi Badan
Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
Definisi dan Pengukuran Variabel
Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
menurut Hendro Sumarjo (2010)adalah
keluaran/hasil dari  kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran daerah
dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur, kemampuan daerah dapat diukur
dengan menilai efisiensi atas pelayanan
yang diberikan kepada
Mubhibtari

(2014:36) dalam organisasi pemerintah

masyarakat.Menurut

untuk mengukur Kinerja keuangan ada
beberapa ukuran kinerja yaitu Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Fiskal,

Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio

Derajat Desentralisasi Rasio

Keserasian Belanja.

} Pendapatan Asli Daerah
Rasio DDF =

Total Pendapatan Daerah

simki.unpkediri.ac.id

Ll




Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pajak Daerah

Menurut ~ Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menyatakan bahwaPajak Daerah,
yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan
tidakmendapatkanimbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Menurut  Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menyatakan  bahwaRetribusi
Daerah, vyang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang Kkhusus
disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

RD = RJUm+RJUs+RPT

PD = PH+PR +PHb+ PRk +PPJ + PMBLB +
PP + PAT + PSBW + PBBPP + BPHTB

Keterangan:

PD = Pajak daerah

PH = Pajak Hotel

PR = Pajak Restoran

PHb = Pajak Hiburan

PRk = Pajak Reklame

PPJ = Pajak Penerangan Jalan

PMBLB = Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan
PP = Pajak Parkir
PAT = Pajak Air Tanah

PSBW = Pajak Sarang Burung Walet

PBBPP =Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

BPHTB =Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah
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Keterangan:
RD = Retribusi Daerah
RJUm = Total Retribusi Jasa Umum
RJUs = Total Retribusi Jasa Usaha
RPT  =Total Retribusi Perizinan
Tertentu

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modalyang  sifatnya
menambah asset tetap/inventaris yang
memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi,termasuk didalamnya
adalah  pengeluaran  untuk  biaya
pemeliharaan yang sifathya menambah
masa manfaat, rneningkatkan kapasitas

dan kualitas asset.

BM  =BMT + BMPM + BMGB + BMJIJ
+BMATL + BMAL

Keterangan:
BM = Belanja Modal

simki.unpkediri.ac.id
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BMT = Belanja Modal Tanah BMATL= Belanja Modal Aset Tetap
BMPM = Belanja Modal Peralatan dan Lainnya

Mesin BMAL = Belanja Modal Aset Lainnya
BMGB = Belanja Modal Gedung dan I11. HASIL DAN KESIMPULAN

Bangunan Statistik Deskriptif
BMJIJ = Belanja Modal Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N [ Minimum| Maximum Mean Std. Deviation

Pajak Daerah 102] 8428671| 316682891 64016390,47| 64193096,424
Retribusi Daerah 102 4692465 68925957| 25112742,25( 13659854,801
Belanja Modal 102| 40457653  699415746| 296196749,71| 137037763,562
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 102 5,93 23,23 11,9995 3,86275
Valid N (listwise) 102
Sumber : Output SPSS 23
Hasil ~ analisis  deskriptif ~ diatas rata-rata sebesar Rp 25.112.742,25
menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dengan standar deviasi Rp
dari penelitian ini sejumlah 102. Dari 13.659.854,801. Variabel Belanja Modal
102 sampel ini, Variabel Kinerja (X3) memiliki nilai  minimum Rp
Keuangan Pemerintah Daerah (YY) 40.457.653,- dan maksimum Rp
memiliki nilai  minimum 5,93% dan 699.415.746,- sedangkan  rata-rata
maksimum 23,23% sedangkan rata-rata sebesar Rp 296.196.749,71 dengan

sebesar 11,9995% dengan standar
3, 86275%. Variabel Pajak
Daerah (X1) memiliki nilai minimum Rp
8.428.671,- Rp
316.682.891,- sedangkan rata-rata
Rp 64.016.390,47 dengan
standar Rp 64.193.096,424.
Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki
minimum Rp 4.692.465,-

maksimum Rp 68.925.957,- sedangkan

deviasi
maksimum

dan

sebesar

deviasi

nilai dan
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standar deviasi Rp 137.037.763,562.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan dalam
analisis ini adalah Jika data menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah  garis atau

diagonal grafik

histogramnya menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

simki.unpkediri.ac.id
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Gambar 1. Grafik Histogram

Histogram

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Wean = -1,036-15
20 Std. Dev. = 0,985
N=102

Frequency

Al

El 1 3

Regression Standardized Residual

Sumber: Output SPSS 23

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
1

Expected Cum Prob
]

T T T T
00 02 04 08 LE] 10
Observed Cum Prob

Sumber: Output SPSS 23

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters2P

Most Extreme Differences

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

102

Mean ,0000000
Std. Deviation 2,22434827
Absolute ,076
Positive ,076
Negative -,056
,076

,155¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 23

Uji Multikolinearitas Data menyebar acak, tidak beraturan,

Hasil perhitungan nilai dari VIF < 10 dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas
dan tolerance > 0,1, berarti menandakan dan tersebar baik diatas ataupun dibawah
tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients®

angka O pada sumbu Y. Hal ini berarti
menunjukkan bahwa tidak adanya masalah

heteroskedastisitas dalam model regresi.

Collinearity Statistics .. . .
Model Tolerance VIE Gambar 3. Uji Heteroskesdastisitas
(Constant)
Pajak Daerah ,674 1,485 - .
Retribusi Daerah 574 1,74115 | o
Belanja Modal 688 ] I
a. Dependent Variable: KKPD £ %DC;: .
Sumber: Output SPSS 23 2. . %:if& T

Uji Heteroskesdastisitas

Renita Novita Sari| 13.1.02.01.0057
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Regression Standardized Predicted Value
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Sumber: Output SPSS 23
Uji Autokorelasi

yaitu Run Test. Nilaisignifikansi berada di
atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5. Uji Run Test

Hasil hitung Durbin-Watson sebesar Runs Test

1,254, sedangkan dalam tabel DW untuk U“Séaer;?:;g:md
jumlah sampel 102 (n) dan jumlah variabel Test Value? -,22474
) ] Cases < Test Value 51
independen 3 (k=3). Oleh karena itu DW Cases >= Test Value 51
. . . Total Cases 102
1,285 lebih kecil dari batas atas (du) 1,7383 Number of RUNs a4
i - z -1,592
dan kurang dari 1,7383 (4-du), maka dapat Asymp. Sig. (2-tailed) 11

disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi., a. Median

Sumber: Output SPSS 23

maka dapat digunakan uji nonparametrik

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients®

cenderung meningkat sebesar nilai
konstanta.

b. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah

Standardi L.
zed (X1) sebesar 5,748E-8, diartikan bahwa
Unstandardized | Coefficien .

Coefficients is apabila terdapat perubahan satu satuan
Std. pada variabel Pajak Daerah (PD) maka

Model B Error Beta t Sig.
akan ada perubahan pada Kinerja
;ﬁg”“ 11,047| 567 19,497 | ,000 P P J
PD 5,748E-8| 000 055 | 13.477| 000 Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)
RD -6,399E-8 | ,000 -,226 | -2,948| ,004 sebesar 5,748E-8satuan dengan arah

BM -3,783E-9 [ ,000 -134| -1,914] ,059

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

yang sama, sedangkan variabel bebas
lainnya seperti Retribusi Daerah, dan

Belanja Modal bersifat tetap (konstan).

Persamaan regresi linier berganda yang

diperoleh dari hasil uji analisis yaitu:

c. Koefisien regresi variabel Retribusi
Daerah (X2) sebesar -  6,399E-8,

Y = 11,047+ 5,748E-8 PD -6,399E-8RD -

3,783E-9 BM + e
Keterangan:

diartikan  bahwa apabila terdapat
perubahan satu satuan pada variabel
Retribusi Daerah (RD) maka akan ada

a. Kontanta sebesar 11,047 diartikan

bahwa, apabila variabel Pajak Dae

perubahan pada Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar -

rah

(X1), Retribusi  Daerah (X2), dan
Belanja Modal (X3) benilai 0 atau
konstan, maka besarnya Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)
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6,399E-8satuan dengan arah yang
berbeda, sedangkan variabel bebas
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lainnya seperti Pajak Daerah, dan
Belanja Modal bersifat tetap (konstan).

d. Koefisien regresi variabel Belanja Modal
(X3) sebesar -3,783E-9, diartikan bahwa
apabila terdapat perubahan satu satuan
pada variabel Belanja Modal (BM) maka
akan

Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

ada perubahan pada Kinerja

sebesar -3,783E-9 satuan dengan arah
yang berbeda, sedangkan variabel bebas
dan

lainnya seperti Pajak Daerah,

Retribusi Daerah bersifat tetap (konstan).

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Secara Simultan

Nilai koefisien determinasi (adjusted R-
Square) sebesar 0, 658. Hal ini menunjukkan
bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
65,8%
sisanya Yyaitu 34,2% dipengaruhi oleh faktor

Pemerintah Daerah sebesar dan

lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
Tabel 7. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary®

R Adjusted R

Model R Square Square

Std. Error of
the Estimate

1 8182 668 658

2,25814

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah,

Retribusi Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Tabel 8. Hasil Analisis Uji F

ANOVA?
Model Sum of Squares| df | Mean Square F Sig.
1 Regression 1007,284 3 335,761| 65,846 ,000°
Residual 499,720 98 5,099
Total 1507,004| 101

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Sumber:

Output SPSS 23

Diperoleh nilai signifikan adalah 0,000. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji
F = . Pajak Daerah (X1), Retribusi Dearah
(X2), dan Belanja Modal (X3) < 0,05, yang
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal
berarti Pajak Daerah, Retribusi Dearah dan
Belanja Modal mempunyai pengaruh secara
simultan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2013-2015 vyang diharapkan
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mampu

mendukung penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah. Hal ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Wenny (2012) yang menghasilkan bahwa
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat
mempengaruhi Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Mulia Andirfa ed al. (2016)
Modal

berpengaruh signifikan positif terhadap

menunjukkan  bahwa Belanja

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
simki.unpkediri.ac.id
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Hasil Pengujian Secara Parsial
Pengaruh Pajak Daerah Secara Parsial
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan
positif ~ terhadap  kinerja  keuangan
pemerintah daerah dengan nilai t hitung
sebesar 13,477 > t tabel 1,660 dan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan bahwa pajak
daerah  berpengaruh

terhadap  Kinerja

keuangan  pemerintah  diterima.Dalam
penelitian ini menunjukkan semakin tinggi
pajak daerah, maka semakin baik kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Salman
Alfarisi H (2015) yang menemukan bahwa
pajak daerah berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Dalam penelitian Salman Alfarisi H
(2015) juga menyebutkan bahwa pajak
daerah merupakan salah satu sumber
penting dan utama PAD yang akan sangat
berpengaruh  pada

kinerja  keuangan

pemerintah  daerah.  Semakin  besar

pendapatan pajak daerah akan
meningkatkan sumber pendapatan asli
daerah yang akan sangat mendukung
kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Secara
Parsial Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah
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Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh
signifikan  negatif  terhadap  kinerja
keuangan pemerintah daerah dengan nilai t
hitung sebesar -2,948 < t tabel 1,660 dan
nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Dengan

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa

retribusi  daerah berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah ditolak.
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan

kenaikan retribusi daerah, maka
mengurangi  jumlah dana yang dapat
dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintah daerah sehingga berpengaruh
buruk  terhadap  kinerja  keuangan
pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Fisa Aprilia Muhayana (2016)
yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah
tidak  berpengaruh  signifikan  negatif
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Tengah. Artinya pemerintah belum
bisa mengoptimalkan Retribusi Daerah
Pengaruh Belanja Modal Secara Parsial
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh
signifikan  negatif  terhadap  kinerja
keuangan pemerintah daerah dengan nilai t
hitung sebesar -1,914 < t tabel 1,660 dan
0,059>0,05.

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa

nilai  signifikansi Dengan

simki.unpkediri.ac.id
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Modal

kinerja keuangan pemerintah ditolak.Dalam

Belanja berpengaruh  terhadap

penelitian ini  menunjukkan kenaikan
Belanja Modal, maka mengurangi kinerja
keuangan pemerintah daerah.
Belanja modal vyang dikeluarkan
pemerintah daerah merupakan investasi
daerah  dalam  rangka  memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang manfaat
nya baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat dirasakan.Pengalokasian
belanja modal yang belum optimal sangat
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam pembangunan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
dapat disimpulakan bahwa secara parsial
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2013-2015 sedangkan Belanja Modal tidak
berpengaruh. Secara simultan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Belanja Modal
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2013-2015.
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